ABSTRAK

Isu hukum yang diangkat yaitu berkaitan dengan Pasal 4
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian,
khususnya pada persyaratan administratif yang mewajibkan
tanda kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional bagi
pemohon Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Maka hal tersebut
berpotensi menimbulkan persoalan hukum karena dapat
menghambat akses masyarakat dalam mendapatkan Surat
Keterangan Catatan Kepolisian. Khususnya pada penelitian ini
mengambil studi kasus di Kepolisian Sektor Mojo. Tujuan
penelitian ini untuk mengkaji implementasi Pasal 4 Peraturan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian di
Kepolisian Sektor Mojo. Dan akibat hukum bagi pemohon Surat
Keterangan Catatan Kepolisian yang tidak memiliki tanda
kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional. Jenis penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris.
Hasil penelitian ini menekankan pada implementasi Pasal 4
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian di
Kepolisian Sektor Mojo yang berjalan secara optimal jika dilihat
dari unsur komunikasi dan sumber dayanya. Namun, belum
sepenuhnya efektif pada wunsur disposisi dan struktur
birokrasinya.
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ABSTRACT

The legal issue raised is related to Article 4 of the Republic of
Indonesia National Police Regulation Number 6 of 2023 concerning the
Issuance of Police Record Certificates, specifically the administrative
requirements that require active membership in the National Health
Insurance for applicants for Police Record Certificates. Therefore, this has
the potential to cause legal issues because it can hinder public access to
obtaining Police Record Certificates. Specifically, this study took a case
study in the Polsek Mojo. The purpose of this study is to examine the
implementation of Article 4 of the Republic of Indonesia National Police
Regulation Number 6 of 2023 concerning the Issuance of Police Record
Certificates in the Polsek Mojo. And the legal consequences for applicants
for Police Record Certificates who do not have National Health Insurance
membership. The type of research used in this study is empirical legal
research. The results of this study emphasize the implementation of
Article 4 of the Republic of Indonesia National Police Regulation Number
6 of 2023 concerning the Issuance of Police Record Certificates in the
Polsek Mojo, which is running optimally when viewed from the elements
of communication and resources. However, it is not yet fully effective in
terms of disposition and bureaucratic structure. As well as the
implementation of policies that reflect adaptive practices and are oriented
towards community service due to the absence of adverse legal
consequences for applicants for Police Record Certificates who do not have
a National Health Insurance membership certificate at the Polsek Mojo.
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